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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 100.3.3.5/ Ul /2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.5/2/2026
TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.

Menimbang : a. bahwa wuntuk kelancaran pengusulan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Singkil yang dikirim oleh
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil, perlu
merubah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

Mengingat

Aceh Singkil Nomor 100.3.3.5/2/2026

tentang

Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati

Aceh Singkil Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor
100.3.3.5/2/2026 tentang Perencanaan Program
Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun

2026;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
tentang Pemerintahan  Aceh  (Lembaran

2006
Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
(Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025
Nomor 302);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 100.3.3.5/2/2025
TENTANG PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

Menambahkan Perencanaan Program Pembentukan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan
dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Aceh
Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
ditetapkan berdasarkan usulan SKPK/Unit Kerja untuk
ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK)
Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK)
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal _ % maret 26Z¢
g |2, Ramaduan Yy 4

a. BUPA-: \ACEH SINGKIL

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.5/ Cm\womm
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR

100.3.3.5/2/2026 TENTANG

PERENCANAAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

ACEH SINGKIL TAHUN 2026

Masyarakat dan
Kampung

Penetapan Rincian Alokasi Dana
Kampung setiap Kampung
Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2026

Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah

Penetapan Rincian Alokasi
Dana Kampung setiap
Kampung Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran
2026

Penetapan Rincian Alokasi
Dana Kampung setiap
Kampung Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran
2026

NO SKPK TENTANG Lm,z_m DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
RUTIN REVISI BARU
1. Badan Pengelolaan | Penjabaran Anggaran Pendapatan v Peraturan Pemerintah | Penjabaran Anggaran | Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan kabupaten | Dan Belanja Kabupaten Aceh Nomor 12 Tahun 2019 | Pendapatan dan Belanja | Keuangan Daerah
Singkil Tahun 2026 tentang Pengelolaan | Kabupaten Aceh  Singkil
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026
2. Badan Pengelolaan | Penjabaran Perubahan Anggaran v Peraturan Pemerintah | Penjabaran Anggaran | Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan kabupaten | Pendapatan Dan Belanja Nomor 12 Tahun 2019 | Pendapatan dan Belanja | Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun tentang Pengelolaan | Kabupaten Aceh  Singkil
2026 Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026
3. Badan Pengelolaan | Pemberian Tunjangan Hari Raya v Peraturan Pemerintah | Penjabaran Anggaran | Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan kabupaten | dan Gaji ke 13 Bagi Pegawai Nomor 12 Tahun 2019 | Pendapatan dan Belanja | Keuangan Daerah
Negeri Sipil dan Pejabat Daerah tentang Pengelolaan | Kabupaten Aceh  Singkil
dilingkungan Pemerintah Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2026
4. Dinas Pemberdayaan | Tata Cara pembagian dan R\ - Peraturan Pemerintah | Tata Cara pembagian dan | Tata Cara pembagian dan
Masyarakat dan | Penetapan Rincian Dana Nomor 37 Tahun 2023 | Penetapan Rincian Dana | Penetapan Rincian Dana
Kampung Kampung setiap Kampung tentang Pengelolaan | Kampung setiap Kampung | Kampung setiap Kampung
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Transfer ke Daerah Kabupaten Aceh  Singkil | Kabupaten Aceh Singkil
Anggaran 2026 W T T T — Tahun Anggaran 2026 Tahun Anggaran 2026
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor
16 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan
Dana Desa
5, Dinas Pemberdayaan | Tata Cara Pembagian dan v - Peraturan Pemerintah | Tata Cara Pembagian dan | Tata Cara Pembagian dan




NO

SKPK

TENTANG

JENIS

RUTIN

REVISI

BARU

DASAR HUKUM

RESUME PENGATURAN

PELAKSANAAN

KETERANGAN

Peraturan Menteri Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor
16 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan
Dana Desa

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

Rincian Alokasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Setiap Kampung
Dalam Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2026

Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah

Peraturan Menteri Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor
16 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan
Dana Desa

Rincian Alokasi
Daerah dan
Daerah  Setiap Kampung
Dalam  Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran
2026

Pajak
Retribusi

Rincian  Alokasi  Pajak
Daerah  dan  Retribusi
Daerah Setiap Kampung
Dalam Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran
2026

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

Prioritas Penggunaan Dana
Kampung Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2026

Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah

Peraturan Menteri Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor
16 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan
Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana
Kampung Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran
2026

Prioritas Penggunaan Dana
Kampung Kabupaten Aceh
Singkil Tahun Anggaran
2026

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kampung

Rincian Alokasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Setiap Kampung
Kurang Bayar

Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah

Peraturan Menteri Desa
dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor
16 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan
Dana Desa

Mekanisme Pembayaran
Rincian Alokasi Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah Setiap Kampung
Kurang Bayar

Acuan Pembayaran
Rincian  Alokasi  Pajak
Daerah dan  Retribusi
Daerah Setiap Kampung

Kurang Bayar




JENIS

Pelayanan Publik

selaras dengan kemampuan
Penyelenggara sehingga
mendapatkan kepercayaan
Masyarakat

NO SKPK TENTANG DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
RUTIN REVISI BARU
9. Badan Perencanaan | Perubahan Rencana Strategis R Qanun Aceh Singkil Nomor | Pelaksanaan Rencana | Pedoman Penyusunan
Pembangunan Satuan Kerja Perangkat 8 Tahun 2025 tentang | Strategis Satuan Kerja | Rencana Strategis Satuan
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Rencana Pembangunan | Perangkat Kabupaten Aceh | Kerja Perangkat Kabupaten
Jangka Panjang Daerah | Singkil Aceh Singkil
Kabupaten Aceh  Singkil
Tahun 2025-2045
10. Badan Perencanaan | Rencana Kerja Pemerintah V Qanun Aceh Singkil Nomor | Pelaksanaan Rencana Kerja | Pedoman Penyusunan
Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 8 Tahun 2025 tentang | pemerintah Kabupaten Aceh | Rencana Kerja pemerintah
Daerah 2027 Rencana Pembangunan | Singkil Tahun 2026 Kabupaten Aceh Singkil
Jangka Panjang Daerah Tahun 2026
Kabupaten Aceh  Singkil
Tahun 2025-2045
11 Dinas Sosial Pemberian Bantuan Sosial V Peraturan Menteri Sosial | Mengatur Kriteria Penerima | Pedoman dalam pemberian
Kepada Korban Bencana Alam Nomor 1 Tahun 2013 | Bantuan dan Besaran | bantuan sosial kepada
dan Bencana Sosial tentang Bantuan Sosial bagi | bantuan serta tata cara | korban bencana alam dan
Korban Bencana | penyaluran bantuan kepada | bencana sosial di
sebagaimana telah diubah | masyarakat Kabupaten Aceh Singkil
dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2013
tentang Bantuan Sosial bagi
Korban Bencana
12 Bagian Organisasi | Pedoman Penyusunan Standar Peraturan Pemerintah | memberikan kepastian | pedoman bagi
Setdakab Pelayanan Publik di Lingkungan Nomor 96 Tahun 2012 | hukum dalam meningkatkan | penyelenggara dalam
Pemerintah  Kabupaten  Aceh tentang Pelaksanaan | kualitas dan kinerja | menyusun dan
Singkil Undang-Undang Nomor 25 | pelayanan sesuai dengan | menetapkan Standar
v Tahun 2009 tentang | kebutuhan Masyarakat dan | Pelayanan publik
Pelayanan Publik selaras dengan kemampuan
) Penyelenggara sehingga
mendapatkan kepercayaan
Masyarakat
13. Bagian Organisasi | Pedoman Penyusunan Standar Peraturan Pemerintah | Memberikan kepastian | Pedoman bagi
Setdakab Operasional Prosedur Nomor 96 Tahun 2012 | hukum dalam meningkatkan | penyelenggara dalam
Administrasi Pemerintahan di tentang Pelaksanaan | kualitas dan kinerja | menyusun SOP
Lingkungan Pemerintah Undang-Undang Nomor 25 | pelayanan sesuai dengan | Administrasi pemerintahan
Kabupaten Aceh Singkil ) Tahun 2009 tentang | kebutuhan Masyarakat dan




JENIS

NO SKPK TENTANG DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
RUTIN REVISI BARU
14. Dinas Pemberdayaan | Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Laporan Keuangan | Menghitung besaran | Pedoman dalam | Perubahan Kesatu
masyarakat dan | Retribusi daerah Kurang Bayar Pemerintah Kabupaten Aceh | pembagian Bagi Hasil Pajak | menghitung besaran
Kampung Tahun 2024 Setiap Kampung Singkil Nomor | Daerah dan Retribusi | pembagian Bagi  Hasil
Dalam Kabupaten Aceh Singkil v 12.A/LHP/I1.BA/05/2025 Daerah Kurang Bayar Tahun | Pajak Daerah dan
Tahun 2024 2024 setiap kampung secara | Retribusi Daerah Kurang
merata Bayar Tahun 2024 setiap
kampung secara merata
15. Dinas Pemberdayaan | Pedoman Penyusunan Anggaran Peraturan Bupati  Aceh | Petunjuk Pedoman | Pedoman Pelaksanaan | Perubahan Kesatu
masyarakat dan | Pendapatan dan Belanja Singkil Nomor 13 Tahun | Pelaksanaan APBKam | APBKam Tahun 2026
Kampung Kampung Tahun Anggaran 2026 2019 tentang Pengelolaan | Tahun 2026  adalah
Keuangan diharapkan menjadi arah
kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan Kampung,
pembangunan, pembinaan
J kemasyarakatan,
pemberdayaan
Kemasyarakatan dan
Penanggulangan bencana
yang dibiayai dengan dana
Desa, alokasi dana
Kampung, Pajak bagi Hasil
dan pendapatan asli
kampung
16. Rumah Sakit Umum | Remunesasi pada Rumah Sakit Peraturan Menteri Dalam | untuk memberikan layanan | Sebagai Pedoman | Perubahan Kesatu
Daerah Umum Daerah Kabupaten Aceh Negeri Nomor 79 Tahun | umum secara lebih efektif, | memberikan layanan
Singkil 2018 tentang Badan | efisien, ekonomis, | umum secara lebih efektif,
Layanan Umum Daerah transparan dan bertanggung | efisien, ekonomis,
jawab dengan | transparan dan
memperhatikan asas | bertanggung jawab dengan
v keadilan, kepatutan dan | memperhatikan asas
manfaat sejalan dengan | keadilan, kepatutan dan
Praktek Bisnis Yang Sehat, | manfaat sejalan dengan
untuk membantu | Praktek Bisnis Yang Sehat,
pencapaian tujuan | untuk membantu
pemeriutah daerah pencapaian tujuan
pemeriutah daerah
17. Rumah Sakit Umum | Perubahan Kedua Atas peraturan Peraturan Menteri | Untuk Pemanfaatan Dana | Sebagai Pedoman | Perubahan Kesatu
Daerah Bupati Aceh Singkil Nomor 1.A Kesehatan Nomor 28 Tahun | Pelayanan Kesehatan Rumah | Pemanfaatan Dana
Tahun 2014 tentang Pemanfaatan N 2014 tentang Pedoman | Sakit Umum Daerah Aceh | Pelayanan Kesehatan
Dana Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Program | Singkil Rumah Sakit Umum
Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Jaminan Kesehatan Daerah Aceh Singkil
Singkil Nasional




JENIS

NO SKPK TENTANG DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
RUTIN REVISI BARU
18. Bagian Organisasi | Kedudukan, Susunan Organisasi, Peraturan Pemerintah | Mengatur koordinator | Pedoman penyelenggaraan | Perubahan Kesatu
Setdakab Aceh | Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Nomor 17 Tahun 2018 | penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
Singkil Kecamatan dalam Kabupaten v tentang Kecamatan, pemerintahan, pelayanan | publik dan pember dayaan
Aceh Singkil publik dan pember dayaan | masyarakat kampung
masyarakat kampung
19. Bagian Hukum | Pelaksanaan dan Penyediaan Undang-Undang Nomor 1 | Menunjuk dinas/instansi | Pelaksanaan pidana kerja | Perubahan Kesatu
Setdakab Aceh | tempat eksekusi pidana kerja Tahun 2023 tentang Kitab | untuk membina dan | sosial sejak putusan
Singkil sosial bagi pelaku tindak pidana Undang-Undang Hukum | mengawasi program | berkekuatan hukum tetap
) Pidana pembimbingan yang
dijalankan pelu tindak
pidana selama menjalankan
pidana kerja sosial
20. Dinas Kesehatan | Pola Tata Kelola Badan Layanan Peraturan Menteri Dalam | Mangatur Pola Tata Kelola | Pedoman Pola Tata Kelola | Perubahan Kesatu
Kabupaten Aceh | Umum Daerah Pada  Unit Negeri Nomor 79 Tahun | Badan Layanan Umum | Badan Layanan Umum
Singkil Pelaksana Teknis Dinas Pusat J 2018 tentang Badan | Daerah Pada Unit Pelaksana | Daerah Pada Unit
Kesehatan Masyarakat Layanan Umum Daerah Teknis Dinas Pusat | Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Masyarakat Pusat Kesehatan
Masyarakat
21, Dinas Kesehatan | Standar Pelayanan Minimal pada Peraturan Menteri | Mengatur Standar Pelayanan | Pedoman dalam menyusun | Perubahan Kesatu
Kabupaten Aceh | Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Nomor 6 Tahun | Minimal pada Pada Unit | Standar Pelayanan
Singkil Pusat Kesehatan Masyarakat J 2024 tentang Standar | Pelaksana Teknis Dinas | Minimal pada Pada Unit
Teknis Pemenuhan Standar | Pusat Kesehatan Masyarakat | Pelaksana Teknis Dinas
Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
22, Dinas Kesehatan | Rencana Strategis Pada Unit Peraturan Menteri Dalam | Untuk Penyusunan Rencana | Pedoman Penyusunan | Perubahan Kesatu
Kabupaten Aceh | Pelaksana Teknis Dinas Pusat Negeri Nomor 79 Tahun | Strategis Pada Unit | Rencana Strategis Pada
Singkil Kesehatan Masyarakat 2018 tentang Badan | Pelaksana Teknis Dinas | Unit Pelaksana Teknis
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat | Dinas Pusat Kesehatan

Masyarakat




JENIS

NO SKPK TENTANG RUTIN REVISI BARU DASAR HUKUM RESUME PENGATURAN PELAKSANAAN KETERANGAN
23 Dinas Kesehatan | Pedoman Pengelolaan Keuangan Peraturan Menteri Dalam | Pedoman Pengelolaan | Pedoman Pengelolaan | Perubahan Kesatu
Kabupaten Aceh | Kelola Badan Layanan Umum Negeri Nomor 79 Tahun | Keuangan Kelola Badan | Keuangan Kelola Badan
Singkil Daerah Pada Unit Pelaksana 2018 tentang Badan | Layanan Umum  Daerah | Layanan Umum Daerah
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis | Pada Unit Pelaksana
Masyarakat Dinas Pusat Kesehatan | Teknis Dinas Pusat
Masyarakat Kesehatan Masyarakat

P




